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ABSTRAK

Passusanty, Lfiana Rinda, 2026. Penegakan Hak
Konstitusional Penyandang Tunanetra melalui Penyediaan
Guiding Block Inklusif di Kabupaten Pekalongan. SKkripsi
Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah,
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing: Dr. Fahrodin, M.H.I.

Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang tunanetra
merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin
persamaan, keadilan, keamanan, dan kesempatan yang setara
dalam menggunakan fasilitas publik. Jaminan tersebut
berkaitan dengan hak konstitusional warga negara
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-
undangan mengenai penyandang disabilitas. Salah satu bentuk
fasilitas aksesibilitas bagi penyandang tunanetra adalah
Guiding Block atau ubin pemandu yang membantu orientasi
dan mobilitas ketika menggunakan jalur pedestrian. Fasilitas
tersebut semestinya tersedia dengan kondisi yang baik, jalur
yang saling terhubung, serta bebas dari hambatan yang
membahayakan pengguna. Namun, berdasarkan pengamatan
di kawasan Alun-Alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, masih
ditemukan persoalan pada kesinambungan jalur dan hambatan
di beberapa titik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan
fasilitas secara fisik belum dengan sendirinya menjamin
terpenuhinya hak aksesibilitas secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hak
konstitusional penyandang tunanetra melalui penyediaan
Guiding Block inklusif di Kabupaten Pekalongan, termasuk
hambatan yang dihadapi, serta menganalisis tanggung jawab
pemerintah daerah dalam memenuhi hak aksesibilitas tersebut.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris
dengan pendekatan yang melihat hubungan antara ketentuan
hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Data penelitian
diperoleh melalui observasi terhadap kondisi fasilitas,
wawancara dengan pihak-pihak terkait, dan dokumentasi,



kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan hukum
yang digunakan meliputi ketentuan konstitusi, peraturan
perundang-undangan mengenai penyandang disabilitas, serta
peraturan yang berkaitan dengan aksesibilitas bangunan dan
lingkungan. Analisis difokuskan pada kesesuaian antara
kewajiban hukum pemerintah dan kondisi nyata fasilitas yang
dapat dimanfaatkan penyandang tunanetra.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Guiding Block
telah tersedia pada beberapa ruang publik di Kabupaten
Pekalongan, termasuk kawasan Alun-Alun Kajen, tetapi
pemenuhannya belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut
terlihat dari jalur yang belum berkesinambungan, adanya
hambatan fisik, serta perlunya pemeliharaan dan pengawasan
secara berkala. Keadaan tersebut dapat mengurangi manfaat
fasilitas dan membatasi kemampuan penyandang tunanetra
untuk bergerak dengan aman serta mandiri. Pemerintah
Kabupaten Pekalongan memiliki tanggung jawab untuk
memastikan  perencanaan, penyediaan, pembangunan,
pemeliharaan, pengawasan, dan koordinasi antarpihak
berjalan sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, evaluasi
kondisi lapangan dan pelibatan penyandang tunanetra dalam
perencanaan maupun penilaian fasilitas perlu ditingkatkan.
Upaya tersebut penting agar penyediaan Guiding Block tidak
hanya memenuhi aspek keberadaan, tetapi juga dapat
digunakan secara aman, terhubung, dan inklusif.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Penyandang Tunanetra,
Guiding Block, Aksesibilitas, Tanggung Jawab Pemerintah.
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ABSTRACT

Passusanty, Lfiana Rinda, 2026. Upholding the
Constitutional Rights of the Visually Impaired through the
Provision of Inclusive Guiding Blocks in Pekalongan
Regency. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study
Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

Supervisor: Dr. Fahrodin, M.H.I.

Fulfilling accessibility rights for individuals who are
blind or visually impaired is part of the state's obligation to
ensure equality, justice, safety, and equal opportunity in the use
of public facilities. This guarantee 1is rooted in the
Constitutional Rights of citizens, as stipulated in the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia and various laws and
regulations concerning persons with disabilities. One such
accessibility facility is the "Guiding Block"tactile paving
designed to assist with orientation and mobility for those who
are blind or visually impaired when navigating pedestrian
paths. Ideally, these facilities should be well-maintained, form
a continuous, interconnected network, and remain free from
obstacles that could endanger users. However observations in
the Alun-Alun Kajen area (Kajen Town Square) in Pekalongan
Regency reveal issues regarding the continuity of these paths,
as well as the presence of obstructions at several points. This
situation demonstrates that the mere physical existence of such
facilities does not automatically guarantee the optimal
Sfulfillment of accessibility rights.

This study aims to examine the enforcement of the
Constitutional Rights of individuals who are blind or visually
impaired through the provision of inclusive Guiding Blocks in
Pekalongan Regency including the challenges encountered and
to analyze the local government's responsibility in upholding
these accessibility rights. The research employs an empirical
legal approach, examining the relationship between legal
provisions and their practical implementation in the field. Data
were gathered through observations of facility conditions,
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interviews with relevant stakeholders, and documentation, and
were subsequently analyzed using a descriptive-qualitative
method. The legal materials utilized include constitutional
provisions, legislation concerning persons with disabilities,
and regulations pertaining to the accessibility of buildings and
the built environment. The analysis focuses on the alignment
between the government's legal obligations and the actual state
of the facilities available for use by individuals who are blind
or visually impaired.

The findings indicate that while Guiding Blocks have
been installed in several public spaces in Pekalongan Regency
including the Alun-Alun Kajen area their implementation
remains less than optimal. This is evident from the lack of
continuity in the paths, the presence of physical obstacles, and
the need for regular maintenance and oversight. Such
conditions diminish the utility of these facilities and restrict the
ability of visually impaired individuals to move about safely
and independently. The Pekalongan Regency Government
bears the responsibility of ensuring that the planning, provision,
construction, maintenance, supervision, and inter-agency
coordination are carried out in accordance with legal
requirements. Consequently, there is a need to improve the
evaluation of on-site conditions and to increase the
involvement of visually impaired individuals in both the
planning and assessment of these facilities. Such efforts are
essential to ensure that the provision of "Guiding Blocks" goes
beyond mere physical presence, resulting in facilities that are
safe, well-connected, and inclusive.

Keywords: Constitutional Rights, Visually Impaired, Guiding
Blocks, Accessibility, Government Responsibility.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan
mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara
tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi fisik
setiap individu. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki
kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi,
dan memenuhi hak setiap warga negara secara adil dan
tanpa diskriminasi. ! Prinsip tersebut ditegaskan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga
negara di hadapan hukum serta memberikan hak yang sama
untuk memperoleh perlindungan dan pelayanan publik.?

Pemenuhan hak konstitusional tidak cukup
diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-
undangan semata, tetapi juga harus direalisasikan dalam
bentuk kebijakan dan pembangunan fasilitas publik yang
dapat diakses secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat,
termasuk kelompok penyandang disabilitas. Dengan
demikian, penyediaan fasilitas publik yang inklusif
merupakan salah satu wujud tanggung jawab negara dalam
menjamin terlaksananya prinsip keadilan sosial serta
persamaan hak bagi setiap warga negara.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk
memperoleh kemudahan dalam mengakses fasilitas publik
sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional. Prinsip
tersebut juga berlaku bagi penyandang disabilitas yang

! Semuel Valentino Maspaitella ., “Aksesibilitas Penyandang
Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik”, no. 2 (2024): 77-84.

2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia” 1, no. 1
(1945).



berhak memperoleh kesempatan, perlakuan, serta akses
yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Jaminan
tersebut ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh
kemudahan dan perlakuvan khusus guna mencapai
persamaan dan keadilan.?® Ketentuan tersebut kemudian
dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas yang mengubah paradigma
perlindungan penyandang disabilitas dari pendekatan
berbasis belas kasihan (charity based) menjadi pendekatan
berbasis hak (rights based approach).* Dengan demikian,
penyandang disabilitas dipandang sebagai subjek hukum
yang memiliki kedudukan, hak, dan martabat yang sama
dengan warga negara lainnya sehingga pemerintah
berkewajiban menyediakan pelayanan publik yang inklusif
dan aksesibel.

Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang
disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah
pusat, tetapi juga merupakan kewajiban pemerintah daerah
dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang inklusif.
Selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyelenggaraan
perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di
daerah juga mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. > Peraturan
tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak

3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesial945.

4 “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas,” 2016.

5 “Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023,”
no. 6.



memperoleh aksesibilitas serta pelayanan publik yang
inklusif. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban
menyediakan fasilitas umum yang memenuhi prinsip
aksesibilitas, termasuk penyediaan Guiding Block yang
sesuai standar teknis agar penyandang tunanetra dapat
melakukan mobilitas secara aman, mandiri, dan
bermartabat. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan
bahwa pembangunan fasilitas umum tidak hanya
berorientasi pada aspek fisik semata, melainkan juga harus
menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas
agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan
bermasyarakat.

Salah satu bentuk aksesibilitas yang memiliki
peranan penting bagi penyandang disabilitas adalah
penyediaan Guiding Block atau ubin pemandu pada jalur
pedestrian. Guiding Block merupakan fasilitas yang
dirancang secara khusus untuk membantu penyandang
tunanetra melakukan orientasi dan mobilitas secara mandiri
ketika menggunakan ruang publik. ¢ Berbeda dengan
penyandang disabilitas pengguna kursi roda yang
memerlukan fasilitas berupa ramp, trotoar landai, serta jalur
bebas hambatan, Guiding Block diperuntukkan bagi
penyandang tunanetra sehingga pemasangan, pola, dan
fungsinya harus mengikuti standar teknis sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan
Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
Oleh karena itu, keberadaan Guiding Block bukan sekadar
pelengkap infrastruktur, melainkan merupakan instrumen
penting dalam mewujudkan hak aksesibilitas, keselamatan,

® Rendy Dwi Pangesti dan Rifqi Aulia Abdillah, “Penerapan
Guiding block Bagi Tuna Netra Jalur Pedestrian” 09 (2023): 99-105.



dan kemandirian penyandang tunanetra saat beraktivitas di
ruang publik.”

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah
yang terus mengembangkan pembangunan infrastruktur,
khususnya pada kawasan pusat pemerintahan dan ruang
publik di Kecamatan Kajen. Salah satu kawasan yang
menjadi pusat aktivitas masyarakat adalah Alun-Alun
Kajen yang setiap hari dimanfaatkan sebagai tempat
pelayanan pemerintahan, kegiatan ekonomi, olahraga,
maupun ruang interaksi sosial. Sebagai ruang publik yang
digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, kawasan
tersebut seharusnya memenuhi prinsip aksesibilitas
sehingga dapat digunakan secara aman, nyaman, dan
mandiri oleh setiap orang, termasuk penyandang
disabilitas. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas yang
ramah disabilitas menjadi bagian penting dalam
mewujudkan pelayanan publik yang inklusif serta
memenuhi hak konstitusional warga negara.’

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, pada jalur
pedestrian di kawasan Alun-Alun Kajen telah tersedia
fasilitas Guiding Block sebagai salah satu bentuk
penyediaan aksesibilitas bagi penyandang tunanetra.
Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya upaya
Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mewujudkan
ruang publik yang lebih inklusif. Namun demikian,
keberadaan Guiding Block tersebut belum sepenuhnya
dapat memberikan manfaat sebagaimana tujuan

7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006 tentang
Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesbilitas,” 2006.

8 Maspaitella , “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap
Fasilitas Publik.”: 77-84



pembangunannya.® Di beberapa titik masih ditemukan
jalur Guiding Block yang tidak tersambung secara
berkesinambungan, terhalang oleh berbagai fasilitas di
atas trotoar, serta pemasangannya belum sepenuhnya
mengikuti standar teknis aksesibilitas. Kondisi tersebut
menyebabkan fungsi Guiding Block sebagai sarana
orientasi dan mobilitas penyandang tunanetra belum
berjalan secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan
antara ketentuan hukum dengan pelaksanaan di lapangan
(das sollen dan das sein). Secara normatif, berbagai
peraturan  perundang-undangan telah mewajibkan
pemerintah menyediakan fasilitas publik yang memenuhi
prinsip keselamatan, kemudahan, kenyamanan, dan
kemandirian bagi penyandang disabilitas.!® Akan tetapi,
dalam praktiknya masih ditemukan fasilitas aksesibilitas
yang belum memenuhi standar sehingga hak penyandang
tunanetra untuk memperoleh mobilitas yang aman belum
sepenuhnya terwujud. Keadaan ini menunjukkan bahwa
keberadaan Guiding Block tidak dapat dinilai hanya dari
aspek ketersediaannya, melainkan juga harus dilihat dari
aspek fungsi, keberlanjutan jalur, dan kesesuaiannya
dengan standar teknis sehingga benar-benar dapat
dimanfaatkan oleh penyandang tunanetra.

Dari perspektif Hukum Tata Negara, penyediaan
Guiding Block yang belum memenuhi standar aksesibilitas
tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis
pembangunan infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan

® Nur Kharismawati Utami dan Christanti Nugraheni, “Jurnal
Kalibrasi Konflik Desain Antara Aksesibilitas Dengan Desain Defensif
Dalam” 8, no. 2 (2025): 149-57.

1 Muhammad Agsal, “Analisis Kebijakan Aksesbilitas Trotoar
Ramah Disabilitas,” 2025. :70



tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah dalam
memenuhi hak warga negara. !' Pemerintah daerah
memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap
kebijakan pembangunan mampu memberikan manfaat
yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.
Apabila fasilitas aksesibilitas tersedia tetapi tidak dapat
digunakan sebagaimana mestinya oleh penyandang
tunanetra, maka tujuan perlindungan hak konstitusional
belum sepenuhnya tercapai. Evaluasi terhadap penyediaan
Guiding Block menjadi penting sebagai bagian dari upaya
mewujudkan pelayanan publik yang inklusif serta
menjamin penghormatan terhadap hak penyandang
disabilitas.

Penelitian ini juga dianalisis menggunakan
perspektif ketentuan hukum dan teori hak konstitusional,
khususnya konsep perlindungan keselamatan penyandang
tunanetra yang menekankan pentingnya perlindungan
terhadap jiwa dan keselamatan manusia.  Penyediaan
Guiding Block yang memenuhi standar aksesibilitas
merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk melindungi
penyandang tunanetra dari risiko kecelakaan sekaligus
memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan
mobilitas secara mandiri di ruang publik. Berdasarkan
uraian tersebut, penelitian mengenai "Penegakan Hak
Konstitusional Penyandang Tunanetra Melalui Penyediaan
Guiding Block Inklusif di Kabupaten Pekalongan" menjadi
penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana
tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam
memenuhi hak aksesibilitas penyandang tunanetra,
khususnya pada kawasan Alun-Alun Kajen, serta

! Pejabat Pembuat Komitmen, “Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia,” 2022: 1-103.



meninjaunya dalam perspektif ketentuan hukum dan teori
hak konstitusional.
B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hak konstitusional penyandang
tunanetra melalui penyediaan Guiding Block inklusif di
Kabupaten Pekalongan serta hambatan yang
dihadapinya?

2. Bagaimana akibat hukum dari belum optimalnya
penyediaan Guiding Block inklusif dalam pemenuhan
hak aksesbilitas bagi penyandang tunanetra di
kabupaten pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penegakan hak konstitusional penyandang
tunanetra melalui penyediaan Guiding Block inklusif di
Kabupaten = Pekalongan serta hambatan yang
dihadapinya.

2. Mengetahui akibat hukum dari belum optimalnya
penyediaan Guiding Block inklusif dalam pemenuhan
hak aksesbilitas bagi penyandang tunanetra di
kabupaten pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu
memberikan kontribusi, baik dalam aspek teoritis maupun
aspek praktis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian
Hukum Tata Negara, khususnya mengenai penegakan
hak konstitusional penyandang disabilitas dalam
memperoleh akses terhadap fasilitas publik yang layak,
aman, dan inklusif. Melalui penelitian ini, ketentuan
hukum mengenai hak penyandang disabilitas tidak
hanya dipahami sebagai norma yang memberikan



jaminan hak, tetapi juga dianalisis berdasarkan kondisi
nyata dalam penyediaan fasilitas aksesibilitas di
Kabupaten = Pekalongan.  Pembahasan  tersebut
diharapkan dapat memperjelas hubungan antara
jaminan hak yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan dan pelaksanaannya dalam kehidupan
masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat
menjadi bahan rujukan untuk memahami bahwa
pemenuhan hak aksesibilitas tidak hanya berkaitan
dengan tersedianya fasilitas secara fisik, tetapi juga
dengan kesesuaian, keamanan, dan keberfungsian
fasilitas tersebut bagi penyandang tunanetra.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam penerapan teori hak konstitusional,
khususnya konsep positive rights, untuk menganalisis
kewajiban pemerintah dalam mengambil tindakan
nyata guna menjamin terpenuhinya hak aksesibilitas
penyandang  tunanetra.  Penelitian  ini  juga
menggunakan perspektif ketentuan hukum dan teori
hak  konstitusional, = khususnya  perlindungan
keselamatan ~ penyandang  tunanetra,  sehingga
diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai
penegakan hak penyandang disabilitas dengan
memperkuat kajian Hukum Tata Negara mengenai
pemenuhan hak aksesibilitas berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Selain itu, hasil
penelitian  ini  diharapkan dapat memperluas
pemahaman akademik mengenai pentingnya peran
pemerintah daerah dalam merencanakan, menyediakan,
memelihara, dan mengawasi fasilitas aksesibilitas.
Kajian ini juga dapat digunakan untuk melihat
hubungan antara kewajiban pemerintah berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan kondisi nyata yang



ditemukan melalui observasi serta wawancara di
Kabupaten Pekalongan.
. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten
Pekalongan dan instansi terkait dalam melakukan
penegakan hak aksesibilitas bagi penyandang tunanetra
melalui penyediaan, pengelolaan, pemeliharaan, dan
peningkatan kualitas Guiding Block pada fasilitas
publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat
menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam
mengidentifikasi berbagai hambatan yang ditemukan di
lapangan sehingga penyediaan fasilitas aksesibilitas
dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyandang
tunanetra serta mendukung terciptanya fasilitas publik
yang aman, layak, dan inklusif. Masukan tersebut
diharapkan dapat mendukung evaluasi terhadap jalur
yang belum tersambung, bagian yang terhalang,
maupun fasilitas yang memerlukan perbaikan dan
pemeliharaan. Hasil penelitian dapat dipertimbangkan
dalam penyusunan langkah tindak lanjut dan koordinasi
antarinstansi agar fasilitas yang telah dibangun benar-
benar Dberfungsi sesuai kebutuhan penyandang
tunanetra.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
gambaran mengenai kondisi penyediaan Guiding Block
dan penegakan hak aksesibilitas di Kabupaten
Pekalongan serta menjadi bahan informasi dalam
menyampaikan kebutuhan dan aspirasi terkait fasilitas
publik yang dapat digunakan secara aman dan mandiri.
Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat
meningkatkan  kesadaran mengenai  pentingnya
menjaga dan tidak menghalangi Guiding Block agar
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dapat digunakan sesuai fungsinya oleh penyandang
tunanetra. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi
referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji
penegakan hak konstitusional penyandang disabilitas,
aksesibilitas fasilitas publik, maupun penyediaan
Guiding Block dalam perspektif hukum tata negara dan
ketentuan hukum dan teori hak konstitusional. Hasil
penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong
perhatian bersama terhadap pentingnya aksesibilitas
sebagai bagian dari pelayanan publik yang
setara.Perhatian dari pemerintah dan masyarakat,
fasilitas Guiding Block diharapkan dapat dijaga,
diperbaiki, dan dikembangkan secara berkelanjutan
sehingga mendukung mobilitas penyandang tunanetra
secara lebih aman dan mandiri.

E. Kerangka Teoritik
1. Teori Hak Konstitusional (Constitutional Rights)

Hak konstitusional dipahami sebagai hak dasar
yang memperoleh jaminan langsung dari konstitusi dan
melekat pada setiap warga negara sejak diakuinya
status kewarganegaraan yang dimiliki. Konsekuensinya,
negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi,
dan memenuhi hak tersebut melalui pelaksanaan fungsi
pemerintahan. Jaminan atas pelaksanaan hak
konstitusional juga harus berlandaskan prinsip
persamaan dan keadilan guna memastikan setiap warga
negara memperoleh perlakuan yang setara.

Negara hukum, keberadaan pengaturan
mengenai hak konstitusional tidak cukup hanya
diwujudkan dalam bentuk norma hukum, tetapi juga
memerlukan penegakkan yang nyata melalui kebijakan
publik. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk
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memastikan hak-hak tersebut dapat dinikmati oleh
seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi
kelompok penyandang disabilitas. Dengan demikian,
pemenuhan hak konstitusional menjadi bagian penting
dari upaya negara dalam menciptakan akses yang
merata serta menjamin kesetaraan kesempatan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.!?
Teori hak asasi manusia, ada konsep hak asasi
yang positif, yaitu hak yang pemenuhannya
memerlukan intervensi negara. Dibandingkan dengan
hak-hak negatif yang hanya menuntut agar negara tidak
melakukan pelanggaran, hak-hak positif menuntut agar
negara mengambil tindakan nyata melalui kebijakan,
program, dan alokasi anggaran. Hak aksesibilitas bagi
penyandang disabilitas termasuk dalam hak yang baik
karena pemenuhannya membutuhkan kebijakan
pemerintah yang mendukung, fasilitas publik yang
dibangun, dan sumber daya pendukung lainnya. '3
Sebagai bagian dari warga negara, penyandang
disabilitas memiliki kedudukan hukum yang setara
dengan warga negara lainnya. Ketentuan Pasal 28H
ayat (2) Konstitusi Indonesia memberikan jaminan
bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan
serta perlakuan khusus guna mencapai kesempatan dan
manfaat yang setara. Atas dasar tersebut, negara
memiliki kewajiban untuk menghadirkan kebijakan
afirmatif bagi kelompok tertentu yang memerlukan
dukungan khusus, termasuk penyandang disabilitas,

12 Jimly Asshidigie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta,
pers, 2010:60

13 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia,
2007. :115
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sebagai bentuk pemenuhan prinsip keadilan dan
kesetaraan.

Analisis terhadap penyediaan Guiding Block
dalam penelitian ini dapat menggunakan pendekatan
teori hak konstitusional. Apabila fasilitas Guiding
Block tidak tersedia atau tidak berfungsi sebagaimana
mestinya, maka kondisi tersebut dapat dipandang
sebagai bentuk constitutional omission, yaitu
pengabaian terhadap kewajiban konstitusional negara
dalam memenuhi hak warga negara. Penelitian ini
berupaya menilai sejauh mana pemerintah daerah telah
menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya dalam
menjamin hak aksesibilitas bagi penyandang tunanetra
melalui penyediaan Guiding Block sebagai fasilitas
publik.

. Hak Konstitusional sebagai Positive Rights.

Hak konstitusional sebagai positive rights merupakan
hak yang pemenuhannya menuntut tindakan aktif dari
negara, bukan sekadar kewajiban untuk tidak
melakukan  pelanggaran. Konteks aksesibilitas,
pemerintah perlu menerjemahkan jaminan hukum ke
dalam  kebijakan, perencanaan, pembangunan,
pemeliharaan, dan pengawasan fasilitas publik.
Penyediaan Guiding Block bagi penyandang tunanetra
menjadi salah satu bentuk tindakan nyata tersebut
karena fasilitas ini membantu pengguna mengenali arah
dan bergerak di ruang publik. Pemenuhan hak tidak
cukup dinilai dari ada atau tidaknya Guiding Block,
tetapi juga dari kondisi, keterhubungan, keamanan, dan
keberfungsian jalurnya. Konsep ini digunakan untuk
menilai apakah kewajiban pemerintah daerah telah
dilaksanakan sesuai kebutuhan pengguna dan ketentuan
hukum yang berlaku.
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3. Konsep Penyandang Tunanetra

Penyandang tunanetra adalah orang yang
mengalami hambatan penglihatan, baik berupa
kebutaan maupun keterbatasan penglihatan, sehingga
dalam  melakukan  aktivitas tertentu  dapat
membutuhkan dukungan aksesibilitas. Kondisi
tersebut tidak mengurangi kedudukan mereka sebagai
subjek hukum yang mempunyai hak dan kesempatan
yang setara dengan warga negara lainnya.
Penggunaan ruang publik, penyandang tunanetra
memerlukan informasi arah yang dapat dikenali
melalui indera peraba dan lingkungan yang aman
untuk dilalui. Guiding Block dapat membantu
orientasi dan mobilitas, tetapi manfaatnya bergantung
pada pemasangan yang tepat, jalur yang
berkesinambungan, serta tidak adanya benda yang
menghalangi. Konsep ini menjadi dasar untuk
memahami kebutuhan pengguna sebagai
pertimbangan dalam menilai penyediaan fasilitas
publik di Kabupaten Pekalongan.

4. Konsep Aksesbilitas.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang harus
tersedia  agar penyandang  disabilitas  dapat
menggunakan bangunan, lingkungan, fasilitas, dan
layanan publik secara aman serta mandiri. Aksesibilitas
bukan hanya berkaitan dengan keberadaan sarana
secara fisik, melainkan juga dengan kesesuaian desain,
kemudahan penggunaan, keselamatan, dan
kesinambungan akses. Penelitian ini, aksesibilitas bagi
penyandang tunanetra dilihat melalui keberadaan
Guiding Block, kondisi fisiknya, keterhubungan jalur,
serta hambatan yang ditemukan di lokasi penelitian.
Penilaian tersebut juga memperhatikan pemeliharaan
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dan pengawasan agar fasilitas tetap berfungsi setelah
dibangun. Konsep aksesibilitas digunakan untuk
membandingkan tujuan dan kewajiban yang ditetapkan
dalam peraturan dengan kondisi fasilitas yang diamati
di lapangan.

5. Konsep Guiding Block Inklusif.

Guiding Block merupakan ubin pemandu
bertekstur yang dipasang pada jalur pedestrian untuk
membantu penyandang tunanetra mengenali arah
perjalanan atau memperhatikan adanya titik tertentu.
Penelitian ini, istilah Guiding Block inklusif
menekankan bahwa fasilitas tersebut harus benar-benar
dapat digunakan oleh penyandang tunanetra sebagai
bagian dari ruang publik yang dapat diakses secara
setara. Karena itu, penilaiannya tidak berhenti pada
pemasangan ubin, tetapi mencakup kesesuaian pola dan
penempatan, kondisi permukaan, kesinambungan jalur,
serta kebebasan jalur dari hambatan. Fasilitas juga perlu
dipelihara dan diawasi agar tidak rusak atau tertutup
benda lain. Konsep ini menjadi tolok ukur untuk
menilai sejauh mana penyediaan Guiding Block di
Kabupaten Pekalongan mendukung mobilitas yang
aman dan mandiri serta mencerminkan pelaksanaan
tanggung jawab pemerintah daerah.

F. Penelitian yang Releven
Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan
perbandingan dan rujukan dalam penelitian ini. Penulis
meninjau beberapa penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya untuk mengetahui persamaan, perbedaan,
serta posisi penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu
tersebut memiliki keterkaitan dengan kajian mengenai
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pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas,

khususnya penyandang tunanetra.

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan
No | Nama Metode Letak Persamaan
(Tahun) Penelitian dan dan Perbedaan
Judul Hasil Penelitian
1. | Rendy Dwi Penelitian Rendy | Penelitian Rendy Dwi
Pangesti Rifqi | Dwi Pangesti & | Pangesti & Rifqi Aulia
Aulia Abdillah | Rifqi Aulia Abdillah sama-sama
(2023) Abdillah membahas Guiding
Penerapan deskriptif dengan | Blockbagi tunanetra.
Guiding Block | observasi Perbedaan: penelitian
Bagi Tuna lapangan. Hasil: | terdahulu berfokus pada
Netra Jalur Guiding Block penerapan dan
Pedestrian belum memenuhi | kesesuaian teknis
standar teknis dan | Guiding Block,
masih ditemukan | sedangkan penelitian ini
jalur yang berfokus pada
terputus maupun | penegakan hak
terhalang konstitusional tunanetra
sehingga belum | melalui penyediaan
optimal bagi Guiding Block nklusif di
tunanetra.' Kabupaten Pekalongan.
2. | Semuel Penelitian Penelian Semuel
Valentino Semuel Valentino | Valentino
Maspaitella, Maspaitella, Maspaitella, Hendry
Hendry Jhon | Hendry Jhon Jhon Piris & Heillen
Piris & Piris & Heillen Martha Yosephine

4 Abdillah, “Penerapan Guiding block Bagi Tuna Netra Jalur
Pedestrian.”
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No | Nama Metode Letak Persamaan
(Tahun) Penelitian dan dan Perbedaan
Judul Hasil Penelitian
Heillen Martha Tita penelitian ini
Martha Yosephine sama-sama
Yosephine Titamnggunakan | membahas hak
Tita (2024), penelitian yuridis | aksesibilitas
Aksesibilitas | normatif dengan | penyandang
Penyandang | pendekatan disabilitas terhadap
Disabilitas perundang- fasilitas publik
Terhadap undangan dan Perbedaan:

Fasilitas konseptual. Hasil: | penelitian terdahulu

Publik regulasi membahas
mengenai aksesibilitas
aksesibilitas telah | penyandang
tersedia, tetapi disabilitas secara
pelaksanaannya | umum, sedangkan
belum optimal penelitian ini secara
karena khusus membahas
keterbatasan tunanetra dan
infrastruktur, penyediaan Guiding
informasi, Block di Kabupaten
pengawasan, dan | Pekalongan.
kesadaran.!”

3. | Nur Penelitian Nur Penelitian Nur
Kharismawati | Kharismawati Kharismawati Utami
Utami & Utami & & Christanti
Christanti Christanti Nugraheni penelitian
Nugraheni Nugraheni ini sama-sama
(2025), penelitian ini membahas Guiding

15 Maspaitella , “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap

Fasilitas Publik.”
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No | Nama Metode Letak Persamaan
(Tahun) Penelitian dan dan Perbedaan
Judul Hasil Penelitian
Konflik menggunakan Block dan
Desain antara | kualitatif aksesibilitas bagi
Aksesibilitas | deskriptift melalui | tunanetra.
dengan observasi Perbedaan:

Desain lapangan dan penelitian terdahulu

Defensif analisis desain berfokus pada

dalam ruang publik. konflik desain

Guiding Hasil: Guiding Guiding Block

Block Block sering dengan elemen
tethalang ruang publik,
berbagai elemen | sedangkan penelitian
ruang publik ini berfokus pada
sehingga penegakan hak
mengurangi konstitusional dan
fungsi dan tanggung jawab
aksesibilitasbagi | pemerintah daerah.
tunanetra'®.

4. | JakaMaulana | Penelitian Jaka Penelitian Jaka
(2024), Maulana Maulana penelitian
Evaluasi penelitian ni 1ni sama-sama
Kebijakan menggunakan membahas
Aksesibilitas | kualitatif aksesibilitas fasilitas
Ruang Publik | deskriptif melalui | publik bagi
yang Ramah | wawancara, penyandang
Disabilitas di | observasi, dan disabilitas dan peran
Kota dokumentasi. pemerintah.
Tangerang Hasil: efektivitas | Perbedaan:

16 Nugraheni, “Jurnal Kalibrasi Konflik Desain Antara Aksesibilitas
Dengan Desain Defensif Dalam.”: 70
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No | Nama Metode Letak Persamaan
(Tahun) Penelitian dan dan Perbedaan
Judul Hasil Penelitian

kebijakan penelitian terdahulu
aksesibilitas berfokus pada
masih rendah evaluasi kebijakan di
karena Kota Tangerang,
kurangnya sedangkan penelitian
koordinasi, ini berfokus pada
pemeliharaan penegakan hak
fasilitas, sarana- konstitusional
prasarana, dan melalui penyediaan
pemahaman Guiding Blockbagi
masyarakat.!” tunanetra di
Kabupaten
Pekalongan.

5. | Enggal Aflah | Penelitian Enggal | Penelitian Enggal
Syafiqoti & Aflah Syafigoti Aflah Syafiqoti &
Teti Hadiati & Teti Hadiati Teti Hadiati
(2023), hukum empiris penelitian ini sama-
Pemenuhan | dengan sama membahas
Hak pendekatan pemenuhan hak
Aksesibilitas | kualitatif melalui | aksesibilitas
Penyandang | observasi, penyandang
Disabilitas wawancara, dan | disabilitas.
dalam dokumentasi. Perbedaan:
Pelayanan Hasil: penelitian terdahulu
Hukum pemenuhan hak | berfokus pada

aksesibilitas aksesibilitas dalam
penyandang pelayanan hukum,

17 Jaka Maulana, “Evaluasi Kebijakan Aksesibilitas Ruang Publik
Yang Ramah Disabilitas” 2, no. 1 (2024): 54-61.
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No | Nama Metode Letak Persamaan
(Tahun) Penelitian dan dan Perbedaan
Judul Hasil Penelitian

disabilitas belum | sedangkan penelitian
sepenuhnya ini berfokus pada

sesuai dengan penyediaan Guiding
ketentuan hukum | Block sebagai

sehingga fasilitas publik bagi
dipertukan tunanetra di
peningkatan Kabupaten

sarana, prasarana, | Pekalongan.

dan komitmen

penyelenggara

pelayanan

pllbllk.l 8

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu,
dapat diketahui bahwa pemenuhan aksesibilitas bagi
penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, masih
menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian
menunjukkan bahwa Guiding Block belum sepenuhnya
sesuai standar, masih terdapat jalur yang terputus atau
terhalang, serta belum optimalnya sarana, pemeliharaan,
pengawasan, dan koordinasi pemerintah. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa jaminan hak aksesibilitas dalam
peraturan belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting
dilakukan untuk mengkaji penegakan hak konstitusional
penyandang tunanetra melalui penyediaan Guiding Block

8 Enggal Aflah Syafiqoti and Teti Hadiati, “Pemenuhan Hak
Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hukum Manabia :
Journal of Consitutional Law,”.
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inklusif di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini berfokus
pada tanggung jawab pemerintah daerah, kondisi Guiding
Block, serta hambatan dalam pemenuhan hak
aksesibilitas.Penelitian ini  menganalisisnya melalui
perspektif ketentuan hukum dan teori hak konstitusional,
khususnya perlindungan keselamatan penyandang tunanetra,
sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan dan
kemandirian penyandang tunanetra.
G.Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian
yuridis empiris. Analisis data dilakukan secara deskriptif
kualitatif. Melalui metode tersebut, penelitian diarahkan
untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi yang
terjadi di lapangan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh
dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta
didukung oleh peraturan perundang-undangan dan
berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
yuridis empiris yang berfokus pada penelitian hukum
yang mengkaji hukum sebagai kenyataan yang hidup di
tengah masyarakat (law in action). Penelitian ini tidak
hanya mempelajari ketentuan hukum yang berlaku,
tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan tersebut
diterapkan dalam praktik serta dampaknya terhadap
masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada
penegakan hak konstitusional penyandang tunanetra
melalui penyediaan Guiding Block sebagai fasilitas
aksesibilitas di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini
mengkaji kondisi penyediaan Guiding Block, tanggung
jawab pemerintah daerah dalam memenuhi hak
aksesibilitas, serta hambatan yang ditemukan dalam
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penegakan hak tersebut. !° Dalam penelitian ini, data
utama diperoleh secara langsung dari lapangan melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap
pihak-pihak yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas
aksesibilitas. Data tersebut kemudian dipadukan
dengan bahan hukum berupa peraturan perundang-
undangan, literatur, dan hasil penelitian terdahulu
sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh
mengenai pelaksanaan pemenuhan hak aksesibilitas
bagi penyandang tunanetra.
2. Pendekatan

Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan
sosiologis  (sociological approach). Pendekatan
sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana hukum
bekerja dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat
merespons dan mengalami keberlakuan hukum dalam
kehidupan nyata. Dalam penelitian ini, pendekatan
sosiologis digunakan untuk mengkaji penegakan hak
konstitusional ~ penyandang  tunanetra = melalui
penyediaan Guiding Block inklusif di Kabupaten
Pekalongan berdasarkan kondisi yang ditemukan di
lapangan.?

Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat
bagaimana ketentuan mengenai hak aksesibilitas
penyandang disabilitas diterapkan dalam kehidupan
masyarakat serta bagaimana penegakan hak tersebut
diwujudkan melalui penyediaan Guiding Block di
Kabupaten Pekalongan. Pendekatan ini dilakukan
melalui observasi terhadap kondisi Guiding Block dan

19 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram
University Press, 2020):80—83.

20 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram
University Press, 2020): 87—89.
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wawancara dengan pemerintah daerah, penyandang
tunanetra, serta organisasi penyandang disabilitas.
3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten
Pekalongan sebagai wilayah yang menjadi objek kajian
penelitian. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada
pertimbangan  bahwa  Kabupaten = Pekalongan
merupakan salah satu daerah yang sedang mengalami
perkembangan pembangunan infrastruktur, termasuk
pembangunan fasilitas publik seperti trotoar dan ruang
pedestrian. Dalam konteks pembangunan tersebut,
pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk
memastikan bahwa fasilitas publik yang dibangun
dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk
penyandang disabilitas.?!

Fokus penelitian akan diarahkan pada beberapa
titik fasilitas publik yang berada di pusat aktivitas
masyarakat, seperti Kawasan alun-alun Kajen. Lokasi
tersebut dipilih karena merupakan ruang publik yang
sering digunakan oleh masyarakat dalam berbagai
aktivitas sosial, sehingga keberadaan fasilitas
aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi

sangat penting.
Pemilihan lokasi tersebut juga
mempertimbangkan adanya kemungkinan

ditemukannya variasi kondisi fasilitas di lapangan, baik
dari aspek ketersediaan, keberlanjutan jalur, maupun
kesesuaiaan dengan standar aksesbilitas  bagi
penyandang tunanetra. Lokasi penelitian diharapkan
mampu memberikan gambaran empiris mengenai

2L Nur Solikin,Pengantar Metodologi and Penelitian Hukum, Media
Qiara Tim (Pasuruan, Jawa Timur: Penerbit Qiara Media,2021) :58.
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pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam
memenuhi hak konstitusional kelompok disabilitas.
. Sumber Data
Guna membedah permasalahan dalam penelitian
ini, data dihimpun dari dua kategori sumber utama,
yaitu:
a. Sumber data Primer
Merupakan data empiris yang diperoleh
langsung oleh peneliti dari tangan pertama melalui
aktivitas investigasi lapangan 2. Dalam konteks ini,
data primer diproduksi lewat teknik wawancara
mendalam (in-depth interview) bersama para
pemangku kepentingan yang relevan, di antaranya:

1) Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (PUPR) Kabupaten Pekalongan, selaku
pelaksana teknis pembangunan fisik dan
pemeliharaan fasilitas pedestrian.

2) Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, selaku
instansi yang bertanggung jawab atas
pembinaan, penegakkan hak, dan pengawasan
kesejahteraan kelompok penyandang disabilitas
di daerah.

3) Pengurus atau anggota Ikatan Tunanetra
Muslim Indonesia (ITMI) cabang Pekalongan,
guna  menangkap  perspektif  subjektif,
pengalaman, serta kendala riil yang mereka
rasakan saat memanfaatkan jalur pemandu di
jalan raya.

Melalui wawancara dengan berbagai pihak
tersebut, peneliti diharapkan dapat memperoleh

22 Wiwik Sri Wldiarty, Penelitian Hukum, 2024.:70
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informasi yang lebih mendalam mengenai
kondisi nyata penyediaan Guiding Block di
Kabupaten Pekalongan serta berbagai faktor
yang  mempengaruhi  penegakkan  hak
aksesbilitas.
b. Sumber data Sekunder
Data sekunder merupakan data pendukung
yang diperoleh melalui berbagai sumber literatur
dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik
penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini
meliputi:

1) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan hak penyandang disabilitas, seperti
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,
Perda jateng No. 2/2023, serta Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor
30/PRT/M/2006.

2) Buku teks akademik, jurnal hukum tata negara,
serta publikasi ilmiah terdahulu yang mengulas
topik aksesibilitas fasilitas publik bagi kaum
difabel.

Data sekunder tersebut digunakan untuk
memperkuat landasan teoritis serta memberikan
kerangka analisis yang lebih komprehensif

dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan
dianalisis dengan menggunakan metode analisis
kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif digunakan
untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial
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yang terjadi di lapangan secara mendalam
berdasarkan data yang telah diperoleh.
a. Observasi Lapangan
Observasi dilakukan dengan cara mengamati
secara langsung kondisi fasilitas Guiding Block
yang terdapat di beberapa titik trotoar di Kabupaten
Pekalongan. Dalam kegiatan observasi ini, peneliti
akan memperhatikan berbagai aspek yang
berkaitan dengan kelayakan fasilitas tersebut,
seperti  keberlanjutan jalur  Guiding Block,
kesesuaian dengan standar teknis, serta
kemungkinan adanya hambatan fisik yang dapat
mengganggu mobilitas penyandang tunanetra.
Observasi ini bertujuan untuk memperoleh
gambaran faktual mengenai kondisi infrastruktur
aksesibilitas yang tersedia di ruang publik serta
menilai sejauh mana fasilitas tersebut dapat
digunakan secara efektif oleh penyandang
disabilitas.
b. Wawancara Semi-Terstruktur
Pengumpulan data melalui wawancara
dilakukan secara mendalam dengan berpedoman
pada format wawancara semi-terstruktur. Metode
ini memberikan ruang bagi peneliti untuk
memperoleh informasi secara lebih komprehensif
dan fleksibel sesuai dengan dinamika data yang
ditemukan selama proses penelitian berlangsung.?®
Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak
yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas
aksesibilitas, baik dari unsur pemerintah maupun
dari komunitas penyandang disabilitas. Melalui

23 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum : 65-66
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wawancara ini, peneliti berupaya memperoleh
informasi mengenai berbagai kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penyediaan
Guiding Block, baik yang berkaitan dengan aspek
anggaran, perencanaan pembangunan, maupun
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
fasilitas bagi penyandang disabilitas.
c. Studi Pustaka
Kajian pustaka dilaksanakan dengan
menelusuri dan menganalisis berbagai referensi
ilmiah yang berkaitan dengan fokus penelitian.
Sumber yang digunakan meliputi buku, jurnal
ilmiah, serta dokumen dan ketentuan hukum yang
relevan. Tahap ini dilakukan untuk membangun
kerangka teoritis dan memberikan pijakan
konseptual dalam proses analisis terhadap
permasalahan yang diteliti.?*
6. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan
dianalisis dengan menggunakan metode analisis
kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif digunakan
untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial
yang terjadi di lapangan secara mendalam
berdasarkan data yang telah diperoleh. Proses analisis
data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa
tahapan sebagai berikut:
a. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses
pengorganisasian data melalui kegiatan pemilihan,
penyederhanaan, dan pengelompokan data
penelitian. Pada tahap ini, peneliti menelaah dan

24 Nur Solikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum .:127
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menentukan data hasil wawancara, observasi, serta
dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian,
yaitu pemenuhan hak konstitusional penyandang
tunanetra melalui penyediaan Guiding Block.
. Penyajian Data (Data Display)

informasi yang telah diseleksi kemudian
disusun secara tematis dalam bentuk uraian yang
runtut, logis, dan sistematis. Penyajian data
dilakukan  untuk  menggambarkan  kondisi
penyediaan  Guiding Block, penegakan hak
konstitusional penyandang tunanetra, tanggung
jawab pemerintah daerah, serta hambatan yang
ditemukan dalam penelitian di Kabupaten
Pekalongan.
. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir analisis data dilakukan dengan
menyusun  kesimpulan berdasarkan temuan
penelitian yang telah diperoleh. Selanjutnya,
temuan tersebut diverifikasi dengan
membandingkan hasil penelitian lapangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, teori
hak konstitusional, serta konsep perlindungan
keselamatan  penyandang  tunanetra  dalam
perspektif ketentuan hukum dan teori hak
konstitusional. Melalui proses tersebut, penelitian
menganalisis sejauh mana hak konstitusional
penyandang tunanetra telah ditegakkan melalui
penyediaan Guiding Block inklusif di Kabupaten
Pekalongan serta mengidentifikasi hambatan yang
ditemukan dalam penegakannya.
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H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar
pembahasan dapat tersusun secara runtut dan mudah
dipahami.Sistematika penulisannya terbagi menjadi lima
bab dengan masing-masing sub bagian.  deskripsi
sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

Bab I bab Pendahuluan, Bab ini akan membahas
tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
masalah, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian
terdahulu, metode penelitian, dan sistematikan penelitian.

Bab II Landasan teori, Bab ini membahas hak
konstitusional dan penyediaan Guiding Block inklusif bagi
penyandang tunanetra.Bagian ini memaparkan dasar-dasar
teori yang diterapkan meliputi: Teori hak konstitusional
(constitusional right ), Konsep Penyandang Tunanetra,
Konsep Aksesbilitas, Konsep Guiding Block Inklusif.

Bab III hasil penelitian, Bab ini membahas hasil
penelitian dari observasi, wawancara, dan dokumen
lapangan  terkait penegakan hak  konstitusional
penyandang tunanetra melalui penyediaan Guiding Block
di kabupaten pekalongan.

Bab IV Bab ini penelitian yang menganalisis
penegakan hak konstitusional penyandang tunanetra
melalui penyediaan guiding block inklusif di kabupaten
pekalongan.

Bab V Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan
jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis,
sertarekomendasi yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait
berdasarkan hasil penelitian.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan
hak konstitusional penyandang tunanetra melalui
penyediaan Guiding Block inklusif di Kabupaten
Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak
aksesibilitas telah diwujudkan melalui penyediaan Guiding
Block pada beberapa ruang publik, khususnya di kawasan
Alun-Alun Kajen. Namun, berdasarkan hasil observasi dan
wawancara dengan pihak terkait, pelaksanaannya belum
sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari kondisi jalur yang
belum seluruhnya berkesinambungan, adanya tiang atau
fasilitas lain yang menghambat jalur pemandu, serta kondisi
lingkungan sekitar yang berpotensi membahayakan
keselamatan pengguna. Dengan demikian, keberadaan
Guiding Block secara fisik belum sepenuhnya menjamin
penyandang tunanetra dapat melakukan mobilitas secara
aman dan mandiri. Dalam perspektif hak konstitusional,
pemenuhan hak aksesibilitas tidak cukup dilakukan dengan
menyediakan fasilitas, tetapi juga harus memastikan
fasilitas tersebut berfungsi, aman, mudah digunakan, dan
sesuai dengan kebutuhan penyandang tunanetra. Oleh
karena itu, penyediaan Guiding Block inklusif perlu
memperhatikan  kondisi  fisik, keterhubungan jalur,
pemanfaatan, serta pemeliharaan dan pengawasan secara
berkelanjutan agar hak aksesibilitas penyandang tunanetra
dapat terpenuhi secara lebih optimal.

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pekalongan
dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang
tunanetra mencakup perencanaan, penyediaan,
pemeliharaan, pengawasan, dan evaluasi fasilitas

108
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aksesibilitas. Tanggung jawab tersebut sejalan dengan
Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor §
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang
memberikan dasar bagi pemenuhan hak penyandang
disabilitas untuk memperoleh aksesibilitas dan kesempatan
yang setara. Meskipun penyediaan Guiding Block telah
dilakukan pada beberapa lokasi, masih terdapat hambatan
berupa jalur yang terhalang atau tidak berkesinambungan,
kebutuhan perbaikan fasilitas, serta perlunya peningkatan
koordinasi dan pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa pelaksanaan tanggung jawab pemerintah masih
perlu ditingkatkan agar penyediaan fasilitas tidak berhenti
pada pembangunan fisik, tetapi juga menjamin
keberfungsian dan keselamatan pengguna. Oleh karena itu,
Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu meningkatkan
koordinasi antarinstansi, melakukan pemeliharaan dan
pengawasan secara berkala, serta melibatkan penyandang
tunanetra dalam perencanaan dan evaluasi fasilitas publik.
Upaya tersebut diperlukan agar penyediaan Guiding Block
inklusif dapat mendukung kemandirian penyandang
tunanetra dan mewujudkan pemenuhan hak konstitusional
secara lebih efektif dan berkelanjutan.
. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan
hak konstitusional penyandang tunanetra melalui
penyediaan Guiding Block inklusif di Kabupaten
Pekalongan, pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan
dapat meningkatkan pemenuhan hak aksesibilitas bagi
penyandang tunanetra melalui perencanaan, penyediaan,
pemeliharaan, dan pengawasan fasilitas publik secara
berkelanjutan. Penyediaan Guiding Block hendaknya tidak
hanya berorientasi pada keberadaan fasilitas secara fisik,
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tetapi juga memperhatikan keamanan, keterhubungan jalur,
kondisi permukaan, serta kemudahan penggunaannya.
Pemerintah daerah juga perlu melakukan pemeriksaan dan
evaluasi secara berkala agar jalur pemandu tidak terputus,
terhalang oleh benda atau fasilitas lain, maupun
menimbulkan risiko bagi penyandang tunanetra. Selain itu,
koordinasi antarinstansi terkait perlu ditingkatkan agar
pelaksanaan kebijakan aksesibilitas dapat berjalan secara
efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
penyandang disabilitas.

Selain itu, instansi terkait diharapkan dapat lebih
memperhatikan pengalaman dan kebutuhan penyandang
tunanetra dalam mengevaluasi fasilitas aksesibilitas.
Masukan dari penyandang tunanetra dan organisasi yang
mewakilinya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk
menentukan bagian jalur yang perlu diperbaiki atau
ditingkatkan. Masyarakat juga diharapkan ikut menjaga
fungsi Guiding Block dengan tidak meletakkan benda atau
melakukan aktivitas yang menghalangi jalur pemandu.
Bagi peneliti  selanjutnya, penelitian 1ni  dapat
dikembangkan dengan mengkaji pelaksanaan pemenuhan
hak aksesibilitas di lokasi lain di Kabupaten Pekalongan
serta mengevaluasi tindak lanjut pemerintah terhadap
pemeliharaan dan pengawasan fasilitas tersebut. Dengan
demikian, penelitian selanjutnya dapat memberikan
gambaran yang lebih luas mengenai pelaksanaan tanggung
jawab  pemerintah daerah dalam memenuhi hak
aksesibilitas bagi penyandang tunanetra.
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